
GUBERNUR LAMPUNG
 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: Gj 3, jB.VjHI~j2012 

TENTANG
 

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS
 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
 
BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG
 
MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT
 
SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 

NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN
 
ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Mernbaca	 Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung 
Nomor: 902j97jIII.17j2011 tanggal 22 Desemberperihal Usulan 
Pengelola APBN Tahun Anggaran 2012; 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran 
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara 
(APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 pada Dinas 
Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, dipandang perlu 
menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang 
berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah 
Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)jDekonsentrasi yang 
bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan 
efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian 
Pe1aksanaan Anggaran (DIPAL Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian NegarajLembaga (RKA-KL) yang bersangkutan; 

b.	 bahwa PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkatj 
Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk 
ditunjukj diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat 
yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), 
Pejabat yang berweriang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ 
Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012; 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b 
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, 
dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan 
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menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)j Dekonsentrasi dan menetapkannya dengan 
Keputusan Gubernur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara 
an Negara; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupatenj Kota; 

5.	 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
72 Tahun 2004; 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Dirias Daerah Provinsi 
Lampung; 

lVlemperhatikn:	 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen 
Keuangan Nomor: PER-66jPBj2005 tanggal 28 Desember 2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN 
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN 
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT 
SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)j 
DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012. 

KESATU	 Menunjuk PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan 
pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, 
kolom 8, kolom 9, dan kolorn 10 sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat 
Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan dengan 
nama programj kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 
Lampiran Keputusan ini. 
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KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan 
wewenang sebagai berikut: 

a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas 
pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan 
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (RKA-KL) yang 
bersangkutan; 

b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada 
waktunya; 

c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk 
pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu; 

d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada 
tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang 
lalu; 

e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; 

f.	 mengadakan pemeriksaan kas Beridaharawan kegiatan yang 
dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 
bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; 

g. wajib mengaclakan pembukuanj pencatatan secara tertib dan 
teratur sehingga setiap saat clapat diketahui: 
1.	 bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas 

anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis 
pengeluaran; 

,.,	 jumlah uangj dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaanjperkembangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan;dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan 

pelaksanaan. 
h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang te rkait dengan 

pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrakj 
spesifikasi teknis; 

1.	 membuat evaluasi dan laporan pertarigg'ungjawabari kegiatan 
dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai 
dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan 

J.	 membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro 
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan 
aset Pemerintah Daerah. 

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan 
tindakan yang merigakibatkan pengeluaran Angganm Belanja 
seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

Pejabat yang berwenang menguji dan menanclatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM) rnerupurix ai tugas dan 
kewajiban melakukan pengujian dan perintah pcmbayaran dan 
bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran. 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan 
kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, 
mcnyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Negara pada Satuan Kerja serta: 
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KEENAM 

hETUJUH 

a. wajib menyelenggarakan tata pcrnbukuan secara tertib dan 
teratur ses'uai dengan Sural Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor h.ep-332/M/V19/1968 tanggal 26 
September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara 
mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor217 j KMI-':'.03! 1990 tanggal 22 Fcbruari 1990 
tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/h:MK.03! 2000 
tanggal 14 Dcsernber 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta 
memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Departemcn heuangan Nomor : 6061 AML061 2004 tanggal 28 
Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
2005; 

b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas: 

c.	 menvusuri dan menyampaikan Laporan Kirierja dan Kegiatan 
Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh] setelah 
penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan 

d. menye1enggarakan pencaLatan secara tertib dan teratur 
sebingga sctiap saat dapat diketahui: 

1.	 bahwa ikatan yang te lah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran. 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan perigeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji 
dan menandatangani SPM tidak mclampaui batas anggaran 
yang teluh tersedia dalam to 10k ukur atau jenis 
penge1uaran; 

")	 jumlah uangj dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan: clan 
.f.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan 

kegiatan. 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. 
kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengenclalikan 
kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan 
Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit;bagian 
yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan 
pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan 
pembina sehari-hari kegiatan dalam orgamsasi yang 
dipimpinnya. 

Mendelegasikan we\\'enang menandatangani petikan dan salinan 
Keputusan ten tang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas rnelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang 
berwenang menguji dan menandatangani Surat Pe rintah 
Membayar (Pcjabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran 
Peridapatan dan Belanja Negara (APBN) 1Dekonscntrasi pada 
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 201.2, yang ditandatangani Gubernur kepada Ke pala 
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung. 
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KEDELAPAN	 Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat 
SPM), Bendahara Pengeluaran, yang tercantum dalam Dokumen 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama 
yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah 
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat 
SPM), Bendahara Pengeluaran, adalah nama sebagaimana 
ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KESEMBILAN	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 
sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini 
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal Ifl, - /- ~/'Z-

GllBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

Tern busan: 

1. Ketua BPK RI di Jakarta; 
2. Menteri Dalam Negeri R1 di Jakarta; 
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
4. Kepala Kantor BPK RI Perwa.kilari Lampung di Bandar Lampung; 
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
6. 1nspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
8. Kepala DinasjUnitjSatuan KerjajLembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung; 
9. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
10. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung; 
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung; 
13. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung. 
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LAMPJRAN KEPUTlISAN GUBERNUR LAMPUNG 
T ~ . -. _ - .." "'"')/ 1 F	 /'"1(), 1 '") t"Olv10R . ell:] II3.\/III....I.:.vl~ 

lANlJvAL ;!l-/- 2012 

DAFTAR NAMA - NAMA PE.JABAT/PNS YANG DITUN.JUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJAI3AT
 
YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELAN.JA (PEJABAT
 
PEMBUAT KOMITMEN), PE.JABAT YANG BERWENANG MENGU.IJ DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
 

MEMBAY AR (PE.JABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA NEGARA
 
(APBN)/DEKONSENTRAS1 PADA DrNAS PERTAMBANGAN DAN ENERG1 PROYINSI LAMPUNG
 

TAI-IUN ANGGARAN 2012
 

SLJRAI
 
I'ENGESAHAN
 f\lAIA 

DANi\ (Rp) 
PEI.AKSANAAN 

I'ROGIZAM])AFTAR ISIi\N ANCiGARAN1-:1 
KEGIATAN

I 

ANCiCiARAN
 
I 2
 543 

.._­, 74/.734.000,­020OI·lh/O::'II.III "' 
01
 

09-12-2011
 
01/07/2012 

12 
120018 

741.734.000,­
01/07/2012 

Program020.0101J 1. 0146/020-01.3. 
Dukungan
 

09-12-:~0 II
 Manajcmcn dan 
Pclaksanann Tuga, 
Teknis l.ainya 
Kemcntcrian 
lSDM 

11 I. 741.734.000.­

"1/1)"'21"'1 1SRJ Pcmbinaan dan 

Kcpiatan020.Ul.UI.o146!O]O-U t ..> 

09-12-201 I	 Koordinasi 
l'crencanaan Jan I 

~iasam'l 
KESDf\1 

KUASA PfNGCilJNA 
ANC;C;AR/\N 

6
 
Ir. Prihatono G Zain
 
Pembina Tk. I (IV/h)
 

Nil'. I9630·t II 198802 I 002
 
Pj. Kepala Dims Pcrtambangan
 
dan Fncrgi Provinsi l.ampunr,
 

If. Priluuouo (j lain
 
Pembina n. I (IV/b)
 

NIP. 19630..\11198802 I 00]
 
Pj. Kepala Dina. Pcrtamhaugnn
 
clan Lncrgi Provinsi l.ampunp
 

II' Prihutono Cj lain
 
Pembina II-;. I (IVIb)
 

NIP. I'J630411 1985U2 I OU2
 
PI. herala Dinas I'ertnmbanuan
 
dan Energi Proviusi l.ampung
 

PEJAI3AT Y ANCi 
I'FJABAT PFMBUAT I3ERWENANC; MENGllJI HENDAIIARA 

KOMITMEN 

7 

-

DAN 
MEN;\NDATANCiAN I 

SI'M 
8 
-

I 

I Ir. Rizon 
l'cnaia T". I (\JUd) 

NIP. 19580927 
19YI03 I 001 

lrlan Toga Seti;l\van. SF 
Pl'nata (lll/e) 

NIP. 1<J7R0206 
20031] I 005 

PENCiLLUARAN 
I 

9 

-

Abdul f\1 nnap Sl'ko
 
l'cnuatur I'v1llda n. I (llIb)
 

NIP. 1')710914
 
20070] 101(,
 

- - ­ - .. 

Ir Ri70n Irfan Foga Sctiawnn. Sf­ '\hdul Manap Sekn 
Penal a n. I (Ill/d) Pcnata (II Ill') Pcngatur Muda II-.. I (lJIhj 

NW IY580927 NIP. I<J78020(1 NIP. 19710914 
199\03 1(103 200312 I ()!J:i 20U70 I 1 (j 16 

~ 

~._-- ------------.--~--- --~ ------'---~----	 --_._- -~-_.- -- -~ - -- ­
-~--

GlJBERNllR LAMI)lJNG
 

ttd
 

SJACHROEDIN Z.P.
 

I dill f':'P,\PtrUIiI f.2 

KETERANGAN 

Dinas 
l'crtambaugan Jan 
Encrgi Provinsi 
Larnpung 

.-

Dinas 
l'crtmubanpun dan 
Energj Provinsi 
I .nmpunp 

Diuas
.--

Pcrtambnngan dan 
J-:l1l'rgi l'rovinsi 
l.arnpung J 
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